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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL

ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk peningkatan kinerja, pengelolaan karier,
dan pengembangan  profesionalisme administrator
database kependudukan, perlu mengatur Jabatan
Fungsional Administrator Database Kependudukan bagi
Pegawai Negeri Sipil;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan, dan Tata Cara
Penyesuaian/Inpassing serta Pelaksanaan Tugas Jabatan
Fungsional Administrator Database Kependudukan dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian
Angka Kredit, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan
Fungsional Administrator Database Kependudukan,
perlu dilakukan simplifikasi dan disesuaikan dengan
dinamika perkembangan peraturan perundang-
undangan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Jabatan

Fungsional Administrator Database Kependudukan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015



Menetapkan

10.
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
460);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Administrator Database
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1833);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
Jabatan Fungsional Administrator Database
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1379);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Nomenklatur Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan

data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
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pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara
dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsional Administrator Database
Kependudukan yang selanjutnya disebut Jabatan
Fungsional ADB Kependudukan adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak untuk mengelola database
kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan,
aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan
data warehouse.

Pejabat Fungsional Administrator Database
Kependudukan yang selanjutnya disebut ADB
Kependudukan adalah PNS yang diberikan tugas dan
tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan
pengelolaan database kependudukan, jaringan

komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem
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Informasi  Administrasi Kependudukan dan Data
Warehouse.
Instansi Pusat adalah Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang
selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi
pelaksana sebagai satu kesatuan.
Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS.
Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus
dicapai oleh ADB Kependudukan dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.
Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka
kredit minimal yang harus dicapai oleh administrator.
Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK
adalah penilaian akumulasi nilai Angka Kredit minimal
yang harus dicapai oleh ADB Kependudukan sebagai
salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya
disingkat DUPAK adalah formulir yang berisi keterangan
perorangan dan butir kegiatan yang dinilai dan harus
diisi oleh ADB Kependudukan.
Tim Penilai Jabatan Fungsional ADB Kependudukan
yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang
dibentuk dan ditetapkan oleh PyB dan bertugas untuk
menilai kinerja ADB Kependudukan.
Database adalah kumpulan berbagai jenis data
kependudukan yang tersimpan secara sistematik
terstruktur dan saling berhubungan dengan
menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan
jaringan komunikasi data.

Data Warehouse adalah suatu sistem komputer untuk



